
  

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN TANAH DATAR 

TAHUN 2011 

NOMOR 1 SERI A 
  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 
NOMOR 6 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan pasal 281 Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2011, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
an Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3988), 

4.Undang-Undang... 

 



10. 

14, 

12. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) 
sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049), 

13.Peraturan Pemerintah..... 

 



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405), 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusutan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4406), 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724): 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

21.Peraturan Pemerintah..... 

 



21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

21. 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587), 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4592), 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4855), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614), 

28.Peraturan Menteri..... 

 



28. 

29, 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4603), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165), 

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali mengalami 
perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah, 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana 
Alokasi Khusus Daerah, 

37.Peraturan Menteri... 

 



37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2011, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

694), 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E), 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri Dj, 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 
Seri A), 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2011 Nomor 3 Seri A). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 

Menetapkan : 

(1) 

dan 

BUPATI TANAH DATAR 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011 

Pasal 1 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 

memuat : 

a. Laporan realisasi anggaran, 

b. Neraca, 

c. Laporan arus kas, dan 

d. Catatan atas laporan keuangan. 

  

 



(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha 

milik daerah/ perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 

tahun anggaran 2011 sebagai berikut: 

  

Pendapatan ..... Rp. 670.664.870.823,00 

Peliitifa rai caocia Rp. 661.905.541.056,30 

Surplus/Defisit Rp. 8.759.329.766,20 

Pembiayaan 

-Penerimaan Rp. 66.286.439.655,31 

-Pengeluaran Rp. 8.897.361.207,54 

Pembiayaan Netto Rp. 57.389.078.447,77 

SILPA Rp. 66.148.408.213,97 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
sebagai berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp 6.827.222.989,33 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.677.492.093.812,33 

2. Realisasi Rp. 670.664.870.823,00 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 6.827.222.989,33 

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp 72.201.730.603,88 dengan rincian sebagai berikut : 

l.Anggaran belanja setelah perubahan Rp.734.107.271.660,68 

2.Realisasi Rp. 661.905.541.056,80 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 72.201.730.603,88 

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah 
Rp (65.374.507.614,55) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(56.615.177.848,35) 

2. Realisasi Rp. 8.759.329.766,20 

Selisih lebih/(kurang) Rp.(65.374.507.614,55) 

  

d. Selisih...... 

 



d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp. (773.086.448,00) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp.65.513.353.207,31 

2. Realisasi Rp.66.286.439.655.31 

Selisih lebih/(kurang) Rp. (773.086.448,00) 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp. 841.151,42 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp.8.898.175.358,96 | 
2. Realisasi Rp.8.897.361.207,54 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 841.151,42 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp.(773.900.599,42) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan Rp.56.615.177.848,35 

2. Realisasi Rp.57.389.078.447,77 

Selisih lebih/(kurang) Rp. (773.900.599,42) 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 
Desember Tahun 2011 sebagai berikut : 
a. Jumlah aset Rp. 861.516.680.926,65 
b. Jumlah Kewajiban Rp. 5.857.777.898,27 
c. Jumlah ekuitas Rp. 855.658.903.028,33   

Pasal 5 | 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1I)huruf c 
tahun anggaran 2011 sebagai berikut : 

Saldo kas awal per 1 januari tahun 2011 Rp. 63.011.937.547,31 
Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 85.435.294.694,20 
Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (77.599.922.408,00) 

Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (5.739.052.589,54) 
Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 4.002.547.982,00 
Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2011 Rp. 69.110.805.225,97 mp

 
p
o
p
 

Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, 

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi, 

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan, 
Lampiran1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program dan kegiatan, 
Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara, 

Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai pergolongan per jabatan 

Lampiran 1.66  : Daftar piutang daerah, 

Lampiran 1.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, 

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 
aset tetap daerah, 

Lampiran 1.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan 
aset lainnya, 

Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan anggarkan kembali dalam 
tahun anggaran berikutnya, 

Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah 

Lampiran 1.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah 
b. Lampiran II : Neraca 
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas 
d. Lampiran IV  : Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pasal 8 

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) 
sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini. 

Pasal 9 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal 10......... 

 



Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Batusangkar 
pada tanggal 28 September 2012 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

M. SHADIO PASADIGOE 

Diundangkan di Batusangkar 
pada tanggal :28 September 2012 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR 

ttd. 

MUZWAR M 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI A 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM 

b Tanah Datar 

    
ALDI,SH,SSos 

Pembina / IV.a 

Nip.19671130 199202 1 002


